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2016 dengan berbagai pembahasan di tingkat pimpinan mulai dari dekan, jurusan, prodi,
laboratorium, dan jurnal. Sedangkan pelaksanaan seminar tanggal 28 Juli 2016 di Bank Jatim.
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PROBLEMATIKA AKSES KESEHATAN PADA WILAYAH TERPENCIL

Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Tojo Una-una dan
Kabupaten Teluk Wondama

FX Sri Sadewo, Martinus Legowo & Farid Pribadi
Dosen Prodi Sosiologi Jurusan Ilmu Sosial FISH Unesa

Abstrak

Salah satu kunci keberhasilan pembangunan adalah terbuka akses ke-
sehatan yang merata dan adil bagi warga masyarakat. Pembangunan
akses kesehatan ditandai dengan keberadaan fasilitas kesehatan berikut
sumber daya manusia yang mengembannya. Setelah itu, program-
program keschatan mengikutinya. Salah satu program adalah promosi
kesehatan. Program ini berguna untuk membentuk kesadaran akan hidup
schat. Persoalan ini menjadi tidak mudah di Tndoncsia yang memiliki
wilayah kepulauan dan daratan yang tidak sclalu memiliki akses
transportasi. Artikcl ini merupakan hasil studi lapangan di tiga Kabupaten

yaitu Kabup Kep M , Kabuy Tojo Una-Una dan
Kabupaten Teluk Wondama. Dari temuan di lapangan, setiap kabupaten
memiliki strategi dalam i masalah k p akses kesel

Masalahnya, implementasi strategi ini sering memperoleh hambatan,
baik dari provider kesel mapun dari kat.

Kata Kunci  : Pemb Akses Keseh Wilayah
Terpencil.

PENDAHULUAN

Status kesehatan yang berkualitas pada setiap warga negara menjadi
harapan dalam pembangunan. Status keschatan ini menjadi salah satu tolok ukur
dari pembangunan. Dalam indeks pembangunan manusia (IPM), status kesehatan
dinilai untuk menunjukkan kualitas pembangunan. Hal itu bisa diukur dalam
Indeks Pembangunan Manusia (IPM).° Ada tiga indikator dalam indeks tersebut,
yaitu: (1) angka harapan hidup, (2) lama sekolah, dan terakhir (3) pendapatan per
kapita. Angka harapan hidup yang ditandai dari berapa lama perkiraan orang

20 Indeks Pembangunan Manusia dikenal juga sebagai Human Development Index (HDI).
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hidup mulai dari sejak kelahirannya di wilayah tersebut. BPS menghitung dengan
definisi angka harapan hidup adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan
dijalani oleh seseroang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun
tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.’'
Angka harapan hidup menunjukkan status dan kualitas kesehatan warga di
wilayah tersebut. Sementara itu, lama sekolah menunjukkan kualitas pengetahuan
dimiliki warganya. Kualitas itu ditandai dengan angka harapan lama sekolah.>?
Indikator terakhir adalah pendapatan per kapita yang menunjukkan standar hidup

layak seorang warga di negara tersebut.

Indonesia

Papus Barst

Maluku
Papua

Maluku Utara
Sulawes! Tenggara

Sulawesi Utara
Sulawes! Barat
Nusa Tenggara Timur

Aceh

Sulawes] Tengah
Kalimantan Selatan
Sulawes! Selatan
Kalimantan Barat
Sumater Barat

Lampung

Gambar 1.
Rasio P per 30.000 penduduk di Indonesia Tahun 2013 (Kemenkes, 2015: 25)

*! https:/sirusa.bps.go.id/index.php?: i iew&id=48 diakses tanggal 24 Juli 2016.

2 Sebelum tahun 2008, kualitas pengetahuan lebih diukur dengan angka melek huruf. Lihat
https://'www.bps.go.id/Subjek/view/id/26 diakses tanggal 24 Juli 2016.
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Terkait dengan kualitas kesehatan, Balitbang Kementerian Kesehatan tidak
berhenti hanya mengukur angka harapan hidup. Angka harapan hidup memang
menjadi penanda akhir dari proses pembangunan keschatan. Apabila
pembangunan kesehatan di suatu daerah berkualitas, maka angka harapan hidup
pun akan meningkat. Oleh karena itu, indikator angka harapan hidup ini dirinci
lagi menjadi 24 indikator yang dapat mengukur status kesehatan suatu masyarakat
pada tahun 2007/2008 (Balitbangkes Kemenkes RI, 2010). Tahun 2013 jumlahnya
diperluas menjadi 30 indikator. Ke-30 indikator itu digolongkan menjadi 7
rumpun, yaitu: (1) kesehatan balita, (2) kesehatan reproduksi, (3) pelayanan ke-
sehatan, (4) perilaku, (5) penyakit tidak menular, (6) penyakit menular dan (7)
kesehatan lingkungan (Balitbangkes Kemenkes RI, 2014).

Bila memperhatikan umur harapan hidup di Indonesia, dari tahun ke tahun
umur tersebut terus meningkat. Tahun 1990, umur harapan hidup hanya 63,45
tahun, lima tahun kemudian menjadi 65,47 (1995), begitu pula pada tahun 2000
(67,25 tahun), tahun 2005 (68,85 tahun), tahun 2010 (70,17 tahun) (Bank Dunia,
2012). Bila mencermati per propinsi, maka umur harapan hidup bervariasi.
Dengan IPKM, ketimpangan atau masalah pembangunan kesehatan lebih nampak.
TPM itu seperti orang mencermati dengan mata telanjang, sedangkan TPKM ibarat
sebagai mikroskop yang secara tajam. Melalui IPKM, permasalahan keschatan
suatu daerah akan nampak. IPKM dihasilkan dari penghitungan hasil survai Riset
Kesehatan Dasar (Riskesdas), Survei Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei
Potensi Desa (Podes) (Balitbang Kementerian Kesehatan, 2014: 2). Terkait
dengan pelayanan kesehatan, penjelasan indikator tersebut menjadi semakin kuat
bila dihubungkan dengan data Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes).

Pelayanan keschatan ini menjadi salah satu kunci dalam peningkatan
status atau kualitas keschatan. Mengikuti tcori HL Blum (1981), ada cmpat hal
yang berpengaruh pada status kesehatan masyarakat dan individu. Keempat itu
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adalah (1) lingkungan (2) genetik, (3) perilaku (gaya hidup) dan terakhir (4)
pelayanan kesehatan masyarakat. Terkait dengan pelayanan kesehatan, persoalan
sebenarnya tidak saja pada masalah pembangunan fasilitas kesehatan, tetapi lebih
pada akses dan kemampuan untuk menggunakan akses. Akses keschatan terkait
dengan  pemerataan  pembangunan fasilitasnya. Dalam  pemerataan,
pembangunannya tidak saja menghitung perbandingannya dengan jumlah
penduduk, tetapi juga memperhatikan luas wilayah dan akses transportasinya. Bila
mencermati gambar 1, puskesmas di wilayah Indonesia bagian Timur menangani
lebih dari 30.000 atau lebih dari jumlah penduduk satu kecamatan. Tidak itu saja,
cakupan luas wilayahnya pun lebih besar dibandingkan di Indonesia bagian Barat,
apalagi Pulau Jawa. Belum lagi, scbagian besar wilayah tersebut merupakan
wilayah kepulauan. Oleh karena itu, tidak salah bila ada yang berpendapat bahwa
jumlah puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama di Indonesia masih
kurang. Hal itu sudah dinyatakan sejak tahun 2014%

Di era otonomi dareah, tanggung jawab pembangunan tidak lagi bertumpu
pada pemerintah pusat. Masalah keschatan tidak lagi menjadi monopoli urusan
pemerintah pusat. Pemerintah propinsi dan Kabupaten/kota bertanggung jawab
untuk melaksanakan pemerataan akses kesehatan dengan jalan membangun
fasilitas dan menyiapkan segala sumber daya manusia pula. Oleh karena itu,
menjadi menarik untuk mencermati bagaimana masalah akses keschatan dan
strategi pemerintah Kabupaten dalam meningkatan status kesehatan melalui
pembangunan fasilitasnya. Hal-hal tersebut menarik bila mencermati daerah-

dacrah terpencil, baik di Indonesia bagian Barat maupun di bagian TImur.

METODE
Tulisan ini didasarkan dari hasil penelitian lapangan selama tiga tahun

pada tiga kabupaten yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Tojo Una-

# Lihat  http:/ind ia.ucanews/2013/01/23/62-juta-w: ind ia-tidak-memiliki-akses-
kesehatan diakses tanggal 20 Juli 2016.
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una dan Kabupaten Teluk Wondama. Penelitian lapangan di Kabupaten
Kepulauan Mentawai dilakukan pada saat Riskesdas tahun 2013 selama 50 hari.
Penulis waktu itu menjadi penanggung jawab kabupaten (supervisor) yang
membawahi 15 enumerator (pewawancara). Selama penelitian, penulis
mempunyai kesempatan melakukan pengamatan dan wawancara dengan sejumlah
pegawai dinas kesehatan baik di kota kabupaten hingga di pelosok daerah.

Sementara itu, penelitian di Kabupaten Teluk Wondama dilakukan pada
pertengahan tahun 2014. Waktu itu, penulis terlibat dalam penelitian Riset
Etnografi Kesehatan yang didanai oleh Balitbang Kemenkes RIL Riset ini
diinisiasi oleh Pusat Humaniora Balitbang Kemenkes RI. Penelitian dilakukan
selama 2 bulan di salah satu kampung di Distrik Naikere. Jarak kampung tersebut
dengan pusat kabupaten kurang lebih 90 km dengan jalan darat.

Kabupaten Tojo Una-una yang terletak di Sulawesi Tengah ini dikunjungi
dan diteliti pada tahun 2015. Penelitian ini merupakan implikasi dari
penghitungan IPKM. Dari Riskesdas tahun 2010, wilayah ini termasuk daerah
1ah  kesel hi

ber kementerian  kesehatan  melakukan

pendampingan. Namun demikian, berdasarkan penghitungan IPKM 2013 dengan
sumber data Riskesdas 2013, pendampingan itu tidak memberikan peningkatan
yang berarti. Oleh karena itu, Balibang Kemenkes RI mengkaji persoalan tersebut
secara kualitatif. Penulis merupakan salah satu anggota tim peneliti. Penelitian
dilakukan selama 25 hari. Kajiannya tidak mencakup wilayah daratan, tetapi juga
wilayah kepulauannya. Wawancara dilakukan pada masyarakat, provider

kesehatan dan pejabat dari instansi terkait, seperti Bappeda dan Pemerintah Desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Tiga Kabupaten dengan Tiga Wajah Senada. Mcski berbeda dan

berjauhan, ketiga kabupaten ini memiliki karakteristik yang kurang lebih sama.
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Ketiga kabupaten berdiri sebagai akibat ephoria paska pemerintahan Suharto.
Kabupaten Kepulauan Mentawai berdiri pada tahun 1999 berdasarkan UU No. 49
tahun 1999. Sebelumnya, kabupaten ini merupakan bagian dari Kabupaten
Padang Pariaman. Jarak antara Kabupaten Kepulauan Mentawai dan daratan
kurang lebih 80 mil laut. Dengan kapal fery rutin hampir dua hari sekali dari
Pelabuhan Bungus, waktu tempuhnya sekitar 6 (enam) Jam. Kapal fery “Ambu-
ambu” berangkat pukul 8 malam dan sampai di pelabuhan Tuapejat, kecamatan
kota Kabupaten Mentawai. Saat ini, untuk menuju ke Tuapejat dari Padang dapat
menggunakan pesawat terbang milik maskapai Susi Air. Pesawatnya bermesin
baling-baling dengan kapasitas penumpang 10-15 orang. Dari Tuapejat, mereka,
calon penumpang, diantar dengan perahu boat ke Bandara Krokot. Waktu tempuh
dari Krokot ke Padang tidak lebih dari 30 menit. Untuk naik pesawat, berat pe-
numpang harus ditimbang terlebih dahulu. Setiap kelebihan berat per 10 kg akan
dikenakan biaya tambahan.

Kabupaten ini sempat menjadi pemberitaan nasional karena kasus gempa
bumi yang diikuti oleh tsunami. Kejadian itu terjadi pada tanggal 25 Oktober
2010. Gempa itu berskala 7,7 Richter, pusatnya berada di 150 mil laut (240 km)
di bawah Pulau Pagai Selatan. Setelah gempa, terjadi gelombang tsunami setinggi
3-10 m dan menghancurkan 77 desa. Kurban yang meninggal 286 jiwa dan hilang
252 jiwa.** Desa-desa yang terkena berada di Pulau Pagai Selatan, salah satunya
Desa Maonai. Di desa itu, separuh lebih warganya meninggal, terutama orang-
orang dewasa. Anak-anak selamat karena telah diajar oleh guru-guru yang telah
dilatih tentang apa yang harus dilakukan bila terjadi gempa. Pelatihan guru
tentang ancaman tsunami dilakukan paska bencana Tsunami Aceh (26 Desember
2004).

Di awal bulan yang sama, tanggal 2 s/d 3 Oktober 2010, Kabupaten Teluk

Wondama mengalami bencana banjir bandang. Banjir bandang diakibatkan oleh

2 https:/id.wikipedia.org/wiki/Gempa_bumi_Kepulauan_M: 2010 diakses tanggal 12 Juli
2016.
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hujan terus menerus, sehingga sungai Batang Salai yang berhulu di Pegunungan
Wondiboy meluap. Batang kayu dan batu besar pun meluncur dari gunung dan
merusak seluruh pemukiman dan fasilitas umum, termasuk puskesmas Wasior dan
lapangan terbang. Banjir bandang ini menelan kurban 158 orang tewas dan 145
orang masih dinyatakan hilang.?® Hal itu terulang lagi pada 13 November 2013
dengan kurban dua orang tewas.?® Sejumlah pakar menyebut penyebabnya adalah
kerusakan hutan akibat pembalakan liar, tetapi hasil kajian peneliti dari
Universitas Negeri Papua dan UGM menyebutkan bahwa hal itu tidak terlepas
dari struktur tanah pegunungan Wondiboy. Dataran Wasior hingga Raisey
merupakan hasil sendimentasi akibat longsor dari Pegugungan Wasior yang
berlangsung ratusan tahun. Sementara itu, salah seorang kepala suku mengatakan
bahwa dulu ada tradisi membersihkan sungai di hulu, tetapi sudah lama tidak
dilakukan. Dua penjelasan ini saling memperkuat. Akibat peristiwa itu, kabupaten
ini menjadi pembicaraan di tingkat nasional.

Kabupaten Teluk Wondama sebelumnya merupakan bagian dari
Kabupaten Manokwari. Setelah peristiwa berdarah Wasior (2001), berdasarkan
UU No. 26 tahun 2002, Kabupaten Manokwari dimekarkan menjadi 3 (tiga)
Kabupaten, salah satunya Kabupaten Teluk Wondama. Kabupaten ini memiliki
luas 14.953, 80 km? dengan 26.321 jiwa, sehingga tingkat kepadatan hanya 1,76
jiwa/km?. Kabupaten ini memiliki wilayah kepulauan dan daratan. Di wilayah
daratan, sebagian besar kampung memiliki akses transportasi yang minim,
khususnya di Distrik Naikere yang wilayahnya sangat luas. Di wilayah kepulauan,
seperti Distrik Rumperpon juga mengalami kesulitan. Jaraknya lebih dekat ke

Manokwari daripada ke Wasior. Dari Wasior, ia harus menempuh lebih dari

23 https://id.wikipedia.org/wiki/Banjir_Wasior_2010 diakses tanggal 12 Juli 2016.
2 http://www.trit ws.com/regional/2013/11/13/banjir-bandang-terj:
hilang diakses tanggal 12 Juli 2016.
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4

rang-

empat jam lamanya dan harus menyewa perahu bermesin dengan harga yang tidak
murah.

Pola wilayah ini sama seperti di Kabupaten Tojo Una-una. Kabupaten ini
lahir paska kerusuhan Poso. Berdasarkan UU No. 32 tahun 2003, Kabupaten
Poso yang memiliki wilayah yang luas akhirnya dipecah menjadi beberapa
kabupaten, salah satunya Kabupaten Tojo Una-una. Dalam sejarahnya, kabupaten
ini memiliki dua wilayah besar, yaitu: wilayah Tojo di daratan dan kepulauan
Togean dan Walea di Teluk Tomini. Di wilayah daratan, akses transportasinya
mengikuti jalur Trans-Sulawesi. Namun demikian, dari Trans-Sulawesi tidak ada
akses jalan yang layak pada wilayah pedalaman. Sementara itu, di kepulauan
masyarakat mengandalkan kapal motor yang berkeliling seminggu 3 kali dan
kapal fery yang menuju ke Kabupaten Gorontalo. Ada dua kapal fery, pertama
kapal yang menuju ke Utara dengan memotong kepulauan Togean (Ampana-
‘Wakai-Gorontalo) dan kedua dari Kabupaten Banggai melalui Kepulauan Walea
Besar dan Walea Kepulauan (Ampana-Pasokan-Dolong-Gorontalo).

Pemb Fasilitas Keseh yang Belum Memadai. Untuk

menuju pemerataan akses, langkah pertama adalah membangun fasilitas
kesehatan. Langkah berikutnya adalah penyediaan tenaga kerja. Dengan kedua hal
ini, promosi kesehatan akan berjalan. Sinergitas antara petugas kesehatan dan
tokoh masyarakat menjadi kunci keberhasilan dari promosi keschatan. Setiap
masyarakat sudah barang tentu memiliki tokoh masyarakat yang berkedudukan
khusus dalam sistem kebudayaannya terkait masalah kesehatan. Pandangan yang
salah bila berpikir bahwa masalah keschatan tidak pernah dipikirkan oleh

27

masyarakat lokal yang sederhana.”’ Mereka memiliki dukun (shaman) yang
menangani masalah-masalah kehidupan sehari-hari, termasuk kesehatan di
dalamnya. Ada masyarakat membagi secara khusus berdasarkan fungsinya, ada

pula menjadikan dukun sebagai orang pintar yang serba tahu dan serba bisa.

> Orang seringkali secara kasar menyebutnya sebagai orang primitif. Pernyataan ini sangat
hina. Mereka knologi yang sederhana, tetapi tatanan nilai tidak jarang
harus diterapkan oleh masyarakat modern.
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Trocal

Keberhasilan menggandeng tokoh ini kan promosi k dan

implementasi programnya.

Berdasarkan kriteria dari WHO (World Health Organization), pemerintah
mmiliki patokan dalam pengembangan fasilitas kesehatan, misalnya satu
puskesmas melayani maksimal 30.000 jiwa atau sekitar satu kecamatan. Di dalam
puskesmas tersebut, tenaga kesehatan lengkap, seperti: dokter umum, dokter gigi,
bidan, perawat, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi dan tenaga lingkungan,
serta tenaga farmasi. Puskesmas juga menyediakan kamar rawat inap. Terkait
dengan luas wilayah, di bawah puskesmas ada dua atau tiga puskesmas pembantu
dan puskesmas keliling. Pemerintah juga mengembangkan partisipasi masyarakat
lokal dengan mendirikan UKBM (Usaha Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat),
seperti: posyandu (Pos Pelayanan Terpadu), Polindes (Pos Bersalin Desa) dan
Poskesdes (Pos Keschatan Desa). Masyarakat loka menyediakan lahan dan
rumah, sedangkan pemerintah menyediakan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan
juga bisa dilakukan secara berkeliling bertemu masyarakat pada hari-hari tertentu.

Hal itu terjadi pada posyandu.

Bila mencermati tabel 1, maka nampak pemb fasilitas k
di ketiga daerah itu belum maksimal. Ketiga daerah itu memiliki wilayah yang
luas dengan hambatan fisik yang berat. Masyarakat Kabupaten Kepulauan
Mentawai harus menghadapi wilayah kepulauan. Selain itu, ketika di lapangan,
hubungan antar desa di dalam satu kecamatan dalam satu pulau pun bukanlah hal
yang mudah. Orang harus menaiki perahu berjam-jam. Hal yang serupa terjadi
pada wilayah kepulauan di Kabupaten Tojo Una-una dan Kabupaten Teluk
Wondama. Bila dibandingkan dengan jumlah kecamatan, puskesmas didirikan
hampir pada setiap ibukota kecamatan, kecuali di Kabupaten Teluk Wondama.
Kabupaten Teluk Wondama memiliki 13 distrik (sctingkat kccamatan). Tahun
2013 data BPS-nya sebenarnya r jukkan jumlah puskesmas sebanyak 7 buah,
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dengan demikian hanya 6 distrik tanpa puskesmas. Pada kenyataan di lapangan,

satu puskesmas tidak berfungsi, yaitu di Distrik Naikere (Sadewo, 2014)

Tabel 1
Jumlah Fasilitas dan Tenaga Kesehatan di Tiga Kabupaten
Kabupaten Kabupaten
No. Uraian Kepuﬁmal.l T:)(j:haz:::n ’Telllljk
Mentawai Wondama
1. | Luas Wilayah (km?) 6.011,35 5.726 14.953.80
2. | Penduduk (jiwa) 68.807 137.810 26.321
| 3. | Kepadatan (jiwa/km?) 11,45 24,07 1,76
4. | Karakteristik Kepulauan | Kepulauan dan| Kepulauan dan
Daratan Daratan
[ 5. | Kualitas Akses Trans. Sulit Sedang Sulit
6. | Varian Etnik Rendah Sedang Tinggi |
7. | Fasilitas Kesehatan
a) Rumah Sakit 1 2 1
b) Puskesmas 10 13 6
1) Rawat Inap 4 6 3
2) Non-Rawat Inap 6 7 3
¢) Pus. Pcmbantu 14 46 33
8. | Tenaga Kesehatan
a) Dokter Spesialis 0 0 0
b) Dokter Umum 7 22 1
¢) Dokter Gigi 3 5
d) Bidan 38 93 10
e) Perawat 187 203 44
f) Tenaga Ahli Gizi 6 7 4
2) Tenaga Ahli Kes.Ling, 4 25

Sumber : Kemenkes RI (2014a, 2014b, 2014c)

Tenaga keschatan, khususnya dokter umum tidak selalu ada di setiap
puskesmas, kecuali di Kabupaten Tojo Una-una. Di Kabupaten Kepulauan
Mentawai, tiga puskesmas tidak ada dokter, sedangkan di Kabupaten Teluk
‘Wondama dokter hanya ada satu puskesmas saja. Dokter itu pun berada di eks
ibukota kabupaten, yaitu: Distrik Wasior, tetapi hingga tahun 2014 puskesmas
yang dibangun baru paska bencana belum berfungsi. Orang lebih memilih ke
RSUD Kabupaten Teluk Wondama di Distrik Raisei, sekitar 15 km dari Distrik
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Wasior. Data BPS Kabupaten Teluk Wondama (2013) menunjukkan bahwa
jumlah dokter sebanyak 9 orang di puskesmas (Sadewo, 2014). Masalahnya,
dokter-dokter itu hanya sebagai tenaga PTT sebagai kewajiban yang harus
dipenuhi. Mereka bertugas selama kurang lebih 2 tahun. Hal serupa juga dialami
oleh Kabupaten Tojo Una-una (Pramono,et.al, 2014).

Tabel 2
Proporsi Jumlah Fasilitas dan Tenaga Kesehatan berdasarkan

Luas Wilayah dan Penduduk di Tiga Kabupaten

ﬁabupa[en Kabupaten Tojo Kabupaten Teluk
. epulauan | h
No. | Uraian Mentawai Una-una ‘Wondama
Wilayah | Penduduk | Wilayah | Penduduk | Wilayah | Penduduk
1 ]S{;L“;lah 6.011,35 | 68.807,00 | 2.863,00 | 68.905,00 | 14.953,80 | 26.321,00
2 | Pusk 601,14 6.880,70 44046 | 10.600.77 | 2.492,30 4.386,83
3 Pus. 429,38 4.914,79 124,48 2.995,87 453,15 797,61
Pembantu
4 | Dokter ta. ta. ta. ta. ta. ta.
Spesialis
5 | Dokter 858,76 | 982957 | 26027 | 626409 | 1495380 | 26.321,00
Umum
Dokter
6 L 2.003,78 | 22.935,67 | 1.145.20 [ 27.562,00 ta. ta.
Gigi
7 | Bidan 158,19 1.810,71 61,57 1.481,83 | 1.495.38 2.632,10
8 | Perawat 32,15 367,95 28,21 678,87 339.86 598.20

Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk, maka pelayanan kesehatan di

ketiga kabupaten belum 1 dai. Dalam k a, pusk selayaknya
hanya melayani 30.000 jiwa, maka ketiga kabupaten ini sangat rendah. Kabupaten
Tojo Una-una yang tertinggi dibandingkan lainnya, puskesmasnya hanya
melayani 10.600 jiwa. Angka lebih mengerikan bila mencermati jumlah penduduk
yang harus dilayani oleh dokter umum. Seorang dokter seharusnya hanya
melayani 2.500 jiwa atau 500 KK, 5.000 jiwa untuk dokter gigi, dan 1.000 jiwa
untuk bidan dan perawat (lihat Depkes, 2003). Di Kabupaten Kepulauan
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Mentawai, seorang dokter harus melayani hampir 10.000 jiwa dan paling tidak
seimbang di Kabupaten Teluk Wondama hingga lebih dari 25.000 jiwa. Di
kabupaten tersebut, dokter gigi juga tidak ada di puskesmas. Untuk
memeriksakan, pasien harus pergi berobat ke rumah sakit di Distrik Raisei. Yang
memadai, hanya proporsi perawat. Singkat kata, pada setiap puskesmas di ketiga
kabupaten ada perawat. Mereka juga bertindak sebagai “dokter”, mendiagnosa
dan memberi obat (lihat tabel 2).

Kondisinya lebih mengerikan lagi apabila membandingkan dengan luas
wilayahnya. Di Kepulauan Mentawai, seorang dokter memiliki wilayah kerja
9.829,57 km®. Di Kabupaten Teluk Wondama, wilayah kerja dokter lebih luas
lagi. Tidak itu saja, di Kabupaten Kepulauan Mentawai, wilayah kerjanya penuh
resiko. Untuk berangkat bertugas, mereka harus menggunakan perahu motor
untuk mengarungi Samudera Hindia. Resiko paling besar di Puskesmas Betaet,
gelombang lautnya besar, apalagi pada waktu musim badai. Ketinggian
gelombang bisa mencapai lebih dari 2 meter. Kalau sudah demikian, pasokan
barang kebutuhan dari Tuapejat (ibukota kabupaten) terhenti. Harga-harga barang
pun menjadi mahal. Untuk mengunjungi desa-desa, tim puskesmas harus menaiki
perahu kecil (ketinting) menelusuri sungai berjam-jam lamanya. Setelah itu, tim

puskesmas melanjutkan berjalan menembus hutan.
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Gambar | Di Kabupaten Teluk Wondama, Bidan harus berjalan menembus hutan dan bertemu Tbu
dan Bayi
(Dokumentasi Suster Rita, Dinkes Teluk Wondama)

Kondisi yang serupa terjadi di Kabupaten Tojo Una-una. Di wilayah
kepulauan, kunjungan tim puskesmas untuk melakukan pelayanan posyandu,
khususnya imunisasi, harus menggunakan kapal motor. Kapal itu disediakan oleh
pemkab, namun pencairan anggaran bahan bakarnya tidak ajeg setiap tahunnya.
Di wilayah daratan, mercka harus berhadapan dengan kondisi alam pegunungan.
Ketidakadaan jalan yang memadai menyulitkan mereka untuk mencapai daerah-
daerah permukiman. Kualitas jalur jalan buruk, apalagi pada waktu musim hujan,
tidak saja menyulitkan pelayanan kesehatan, tetapi juga menyulitkan mereka,
khususnya para transmigran, menjual hasil panennya. Selain itu, mercka juga
menghadapi suku pedalaman (To Wana) yang masih nomaden. Dinas Sosial telah
berusaha memukimkan secara permanen, namun hal tersebut bukanlah mudah.

Perjuangan tenaga keschatan lebih berat pada Kabupaten Teluk Wondama,
khususnya bila harus memberikan pelayanan di Distrik Naikere. Distrik ini
merupakan wilayah yang terluas Distrik ini berbatasan dengan Kabupaten Teluk

Bintuni dan Nabire. Beberapa kampung harus ditempuh dengan jalan kaki. Dari
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Distrik Wasior, orang dapat menempuhnya dengan kendaraan sejah 90 km atau
melalui jalur laut sekitar 1,5 jam lamanya dari Distrik Wondiboi ke Logpon (tempat
penimbunan kayu tebangan). Dari Logpon, bila tidak ada truk perusahaan kayu, maka
harus berjalan ke kampung terdekat, Wosimo (Wombu), sekitar 25 km dan kurang
lebih 100 km ke Kampung Oyaa (terjauh). Sebelum ada jalan, mereka menelusuri
sungai Wosimo hingga ke Kampung Wombu. Untuk kembali ke Wasior, mercka
biasanya harus menyewa helikopter. Sekali terbang, satu jamnya harus membayar Rp.

54 juta dan minimal 3 jam (Sadewo, 2014).

Berbagai Kebijakan untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan.
Bila memperhatikan masing-masing RPJMD, maka pemerintah daerah ketiga

kabupaten tersebut secara kasat mata telah berusaha membangun bidang kesehatan.

Pemerintah Kabupaten Kepul M i telah hak pembangunan

fasilitas kesehatan di setiap kecamatan. Bekerja sama dengan warga masyarakat,

khususnya kepala desa, mereka bangkan pustu (p pembantu).
Rumah Pustu dikerjakan oleh penduduk setiap pustu terdapat seorang perawat. Hal
yang serupa juga dilakukan oleh Dinas Kesehatan Pemkab Tojo Una-una dan Pemkab
Teluk Wondama. Pemerintah Kabupaten Tojo Una-una menempatkan minimal satu
orang perawat setiap pustu dan sebagian besar lainnya telah diisi juga dengan bidan.
Dinas Kesehatan Pemkab Teluk Wondama berkoordinasi dengan kepala-kepala suku
kampung dan kepala suku besar untuk menyiapkan lahan untuk didirikan pustu.
Karena lahan milik suku, bukanlah hal yang mudah untuk memperolehnya, apalagi
dengan dana terbatas. Kesadaran akan arti kesehatan kepala suku telah
memudahkannya.

Untuk penyediaan dokter, ada beberapa strategi yang berbeda pada ketiga
pemKabupaten Karena otonomi daerah, Pemkab Kabupaten Kepulauan Mentawai
berani mengkontrak dokter di luar program PTT dari Kementerian Kesehatan,
terutama dokter spesialis. Pada tahun 2013, dokter spesialis dikontrak dengan gaji di
atas 15 juta dan 10 juta untuk dokter umum. Untuk memotivasi pelayanan, pemkab
membuat standar perjalanan dinas yang berbeda. Mengingat resiko yang harus

ditanggung, maka /umpsum bisa mencapai 500 ribu per hari. Hal ini tidak dilakukan
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oleh Pemkab Tojo Una-una dan Pemkab Teluk Wondama. Kedua pemkab ini lebih
bergantung pada program PTT. Pemkab Teluk Wondama juga memberikan tunjangan
kemahalan pada petugas di wilayah terpencil.

Persoalan transportasi diatasi dengan berbagai strategi. Pemkab Kepulauan
Mentawai memberikan subsidi pada kapal motor yang melayani transportasi antar
pulau secara massal. Hal itu juga dilakukan pada pemkab Teluk Wondama. Hal yang
berbeda bahwa kapal motor di Kepulauan Mentawai berjalan secara ajeg, tidak
demikian di Kabupaten Teluk Wondama. Akibat bencana alam, kedua kabupaten
(Mentawai dan Teluk Wondama) memperoleh bantuan kapal layanan Puskesmas

yang canggih. Sayang, di Kabupaten Teluk Wondama hal itu tidak bisa dioperasikan

karena ketidakadaan dana pendamping dari pemKabug Untuk jalur darat, ketiga

P

pemkab hingga saat ini masih belum bisa mengatasinya.

Namun demikian, ada beberapa kebijakan yang kurang tepat. Dalam rangka
peningkatan kualitas tenaga kesehatan, Pemkab Kepulauan Mentawai memberikan
beasiswa bagi tenaga kesehatan atau pemuda-pemudi untuk bersekolah di Kota
Padang. Kenyataannya, informasi ini hanya diterima oleh orang-orang pendatang
(sasareu), hanya sedikit penduduk asli Mentawai. Akibatnya, anak-anak pendatang

pula yang menikmati. Celakanya, setelah lulus, mereka tidak kembali mengabdi di

Kepul M i, tetapi ilih kembali ke wilayah daratan. Sementara itu,
tenaga kesehatan yang berasal dari penduduk asli enggan berdinas di permukiman
perdalaman. Mereka lebih suka tinggal di pusat kecamatan yang lebih ramai. Selain
itu, kebijakan peningkatan biaya perjalanan lebih digunakan untuk meningkatkan
kesejahteraan keluarga daripada untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung
jawab. Perjalanan yang sehari sering ditulis beberapa hari dan selebihnya beristirahat

di rumah. Pada awal bulan, ketika menerima gaji mereka lebih memilih untuk pergi

ke Padang. Ada satu 1 yang tidak men: kan dari peneliti. Ketika
salah satu jari tangan terkena abses (infeksi), ia tidak bisa berobat dan harus menahan

rasa sakit karena bidan pergi ke Padang selama lebih dari satu minggu.
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Kebijakan yang tidak tepat juga terjadi pada Kabupaten Tojo Una-una.
Rekruitmen tenaga kesehatan yang sebagian besar dari luar propinsi, khususnya dari
Sulawesi Selatan, mengakibatkan kesulitan pemenuhannya. Para bidan dan perawat
yang berasal dari Sulsel itu sering mengajukan pindah mengikuti suami setelah
menjadi pegawai negeri. Di pihak lain, ketika bekerja, mereka tidak bisa menjalankan
fungsinya secara maksimal karena berbeda secara budaya, khususnya dalam bahasa.
Kesulitan berkomunikasi juga dialami oleh para dokter yang mengikuti program PTT
di kabupaten tersebut. Untuk mengatasi itu, lima tahun terakhir ini pemkab

memberikan  beasi pada pemuda-pemudi penduduk asli, meski belum

memberikan hasil senyatanya. Hal itu terjadi karena mereka lebih memilih tinggal di
Ampana, pusat kabupaten daripada ke wilayah kepulauan atau pedalaman.
Kesulitan-kesulitan ini juga dialami oleh pemkab Teluk Wondama. Kualitas
pendidikan yang rendah menyulitkan mengirim tenaga asli untuk mengikuti
pendidikan kesehatan. Sama seperti Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten
Tojo Una-una, setelah selesai pun mereka lebih memilih bertugas di pusat kabupaten
daripada berdinas di tempat asalnya. Kesulitan kedua adalah terkait dengan budaya.
Apabila tenaga kesehatan merupakan orang pendatang, maka akan terkait dengan
budaya. Apabila merupakan orang pendatang, maka pada beberapa kampung
kehadirannya dianggap sebagai bencana dan harus mengganti sanksi adat bila terjadi
kematian. Oleh kepala suku, mercka biasanya diminta untuk keluar. Terakhir, ketika
tidak melakukan musyawarah dengan kepala-kepala suku setempat, pembangunan
fasilitas kesehatan menjadi sia-sia. Kasus pembangunan puskesmas di Distrik Naikere
merupakan contoh yang baik. Kepala-kepala suku kampung telah mengingatkan

bahwa tempat tersebut bukan hal yang tepat untuk pusat pelayanan kesehatan karena

jauh dari kampung. Hal itu diat karena pertimt harga tanah yang lebih

murah. Akibatnya, hingga saat ini tempat tersebut tidak berfungsi.

PENUTUP
Ketiga kabupaten yakni Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Tojo

Una-una dan Kabupaten Teluk Wondama memiliki karakteristik yang kurang lebih
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sama. Diantarannya terbentuk akibat peristiwa politik seperti akibat ephoria paska

pemerintahan Suharto dan kerusuhan akibat suhu politik di daerah.

S a itu fasilitas kesel di tiga kabupaten belum

p

dai sehingga dit an upaya t fasilitas Berikutnya

adalah penyediaan tenaga kerja. Dengan kedua hal ini, promosi keschatan akan
berjalan. Sinergitas antara petugas kesehatan dan tokoh masyarakat menjadi kunci ke-
berhasilan dari promosi kesehatan dengan cara menjalin sinergitas dengan tokoh
masyarakat yang berkedudukan khusus dalam sistem kebudayaannya terkait masalah
kesehatan.

Berbagai kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan keschatan terus

diupayakan oleh pemerintah daerah setempat. Diantaranya pemerintah daerah ketiga

.+ 1

Pemcrintah

kabupaten terscbut tclah  berusaha bidang

Kabupaten Kepulauan Mentawai telah mengusahakan pembangunan fasilitas
kesehatan di setiap kecamatan. Bekerja sama dengan warga masyarakat, khususnya

kepala desa, mereka r

pustu (pusk pembantu). Rumah Pustu
dikerjakan oleh penduduk setiap pustu terdapat seorang perawat. Hal yang serupa
juga dilakukan oleh Dinas Kesehatan Pemkab Tojo Una-una dan Pemkab Teluk
Wondama.

Untuk penyediaan dokter, ada beberapa strategi yang berbeda pada ketiga
pemerintah kabupaten karena otonomi daerah, Pemkab Kabupaten Kepulauan
Mentawai berani mengkontrak dokter di luar program PTT dari Kementerian

Kesehatan, terutama dokter spesialis.

Meski demikian, kesulitan-kesulitan dalam p program kesel di
tiga kabupaten tersebut tentu ada diantaranya adalah persoalan transportasi, kualitas

pendidikan tenaga kesehatan dan budaya.
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